Menimbang

BUPATI BALANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN

TEMPAT REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

bahwa penyelenggaraan usaha hiburan dan tempat
rekreasi terus meningkat jumlahnya seiring dengan
perubahan struktur sosial, ekonomi dan
pertambahan jumlah penduduk;

bahwa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan tempat
rekreasi harus dijadikan sarana untuk menciptakan
kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan
dalam keragaman;

bahwa pembangunan kepariwisataan secara khusus
penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan tempat
rekreasi dikembangkan dengan pendekatan
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk
kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang
berorientasi pada pengembangan wilayah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pemerintah
Kabupaten/Kota  diberikan  kewenangan untuk
menetapkan pengaturan di daerah terkait dengan
kepariwisataan dan  secara khusus terhadap
penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan tempat
rekreasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu  membentuk  Peraturan Daerah  tentang
Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Tempat



Mengingat
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Rekreasi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No.4967);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang



Menetapkan
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menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011
Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN

TEMPAT REKREASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUN
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

-l A

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.

Bupati adalah Bupati Balangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi adalah setiap usaha komersial
yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan
dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton
atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
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Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk
yang memimpin sehari-hari bertanggungjawab atas pengelolaan
kegiatan/usaha.

Izin Usaha adalah izin vyang diberikan oleh Bupati untuk
menyelenggarakan kegiatan/usaha.

Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang
mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

Karaoke adalah suatu usaha tempat hiburan malam yang menyediakan
tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik
rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa
pelayanan makanan dan minuman.

Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya mehidangkan
makan dan minum, dengan menyelenggarakan musik hidup berupa
Band/Keyboard tunggal.

Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya
menghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan
menyelenggarakan musik hidup.

Pertunjukan/Show Biz adalah kegiatan pertunjukan ditempat-tempat
hiburan baik dipanggung tertutup maupun terbuka dengan
mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negeri.

Bioskop/Studio adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas tempat duduk untuk menikmati pertunjukan film serta dapat
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Arena Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan
tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang
bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi
dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan
kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup
maupun di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil
maupun tidak komersil.

Tempat Konvensi, Gedung Pameran, dan Balai Pertemuan adalah suatu
usaha yang menydiakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan
pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pamerarn,
bazaar dan sejenisnya.

Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan
promosi produk atau jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan
konvensi dan atau pariwisata.

Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang meyediakan tempat dan
fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan
penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas untuk berenang dan dapat dilengkapi dengan taman dan arena
bermain anak serta penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang
menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas olahraga untuk bermain
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bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan
makanan dan minuman.

21.Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan
tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billiard) serta
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan
minuman.

22. Fitness dan Sport Club adalah suatu usaha yang menyelenggarakan
kegiatan olahraga serta menyediakan jasa pelayanan dan makan
minum.

23.Usaha Olahraga adalah segala kegiatan yang bergerak dalam bidang
usaha dan fasilitas olahraga baik berupa ketangkasan maupun yang
dapat meningkatkan kebugaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi dimaksudkan
untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan dan
rekreasi termasuk semua bentuk kegiatan, aktifitas dan waktu
penyelenggaraannya.

(2) 1zin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi bertujuan
agar usaha hiburan dan tempat rekreasi memberikan manfaat yang baik
dan tidak mengakibatkan serta menyebabkan terganggunya tatanan
sosial.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN IZIN

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha
Hiburan dan usaha rekreasi yang diperuntukkan secara umum dan atau
kelompok tertentu (executive member) yang berada dalam daerah.

BAB IV
BENTUK USAHA

Pasal 4

(1) Bentuk usaha berupa badan usaha atau perseorangan yang hanya
bergerak dalam bidang usaha hiburan dan tempat rekreasi.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala
bentuk badan usaha yang diakui keberadaan dan tatacara pendiriannya
menurut peraturan perundang-undangan dan terdaftar secara sah pada
Kementerian Hukum dan Ham.



